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The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and 
convenience, but when he stands in times of challenge and controversy. 

(Martin King Jr.)2 

                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: PT 
Kumudasmoro Grafindo 
2 Jeremy Pope et al, “The Role of National Integrity System in Fighting Corruption”, The Economic 
Development Institute, World Bank, 1997. 



iv 
 

 
 
 

PERNYATAAN 
 
 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama : Nur Indah Sari 

NIM : 060910101218 

 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implikasi 

Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Pemerintah 

Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya 

sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan 

karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai 

dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan 

paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika 

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. 

 

 

Jember,  16 Juni 2011 

Yang menyatakan, 

 

 

Nur Indah Sari 

NIM 060910101218 

 



v 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

IMPLIKASI RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS 

CORRUPTION (UNCAC) OLEH PEMERINTAH INDONESIA 

 

 

 

 

oleh 

Nur Indah Sari 
NIM 060910101218 

 

 

 

 

Pembimbing 

 

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum. 

Dosen Pembimbing Anggota : DR. A. Habibullah, M.Si. 



vi 
 

 

 

PENGESAHAN 

 

 

Skripsi berjudul “Implikasi Ratifikasi United Nations Convention Againts Corruption 

(UNCAC) oleh Pemerintah Indonesia” telah diuji dan disahkan pada: 

hari, tanggal : Rabu, 22 Juni 2011 

waktu  : Pukul 09.00 WIB 

tempat  : Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Tim Penguji: 

Ketua, 
 

 
Drs. Supriyadi, M. Si. 

NIP 19580317198503100 
 

Sekretaris, 
 

 
Drs. M. Nur Hasan, M.Hum. 
NIP 195904231987021001 

 
Anggota I,        Anggota II, 
 

 
Dra. Sri Yuniati, M.Si.                                            Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si. 
NIP 196305261989022001      NIP 197701052008012013 

Mengesahkan 

Dekan, 

 

 
Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA 
NIP 195207271981031003 



 

vii 
  

 

 

RINGKASAN 

 
Implikasi Ratifikasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 

oleh Pemerintah Indonesia; Nur Indah Sari, 060910101218; 2011: 103 halaman; 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 

Sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap 

pemberantasan korupsi, maka Indonesia ikut menandatangani United Nations 

Convention Against Corruption (UNCAC) pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah 

meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 yang menghasilkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap United Nations 

Convention Against Corruption (UNCAC). Dengan dikeluarkannya undang-undang 

tersebut, maka konvensi internasional berupa UNCAC 2003 dapat berlaku di 

Indonesia sesuai dengan hukum normatif Indonesia yang kemudian 

diimplementasikan sebagaimana mestinya. 

Dengan meratifikasi UNCAC, berarti bahwa Indonesia telah menyatakan 

kesediaannya untuk diikat secara definitif oleh konvensi. Hal ini mengakibatkan 

adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan pemerintah terkait pasal-pasal konvensi 

yang diratifikasi. Implikasi dari diratifikasinya UNCAC ini adalah 

diakomodasikannya 2 strategi utama UNCAC berupa kerja sama dalam hal Asset 

Recovery dan kerja sama internasional.  

Dalam rangka Asset Recovery, Indonesia masih menerapkan dua bentuk 

kerja sama yaitu Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik. Sedangkan kerja sama 

internasional yang berhasil dilakukan adalah kerja sama oleh KPK dengan lembaga 

antikorupsi BPR (Malaysia) dan KICAC (Korea), kerja sama KPK dengan 
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International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) dan World Bank, 

serta kerja sama dalam upaya penemuan kembali aset negara yang dikorupsi mantan 

Presiden Soeharto oleh Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. 

Ratifikasi UNCAC terbukti memiliki nilai positif bagi Indonesia, diantaranya 

UNCAC memfasilitasi dan memberi akses untuk mempermudah melakukan kerja 

sama dengan negara-negara lain, khususnya negara sesama peratifikasi. Walaupun 

demikian, tentunya masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun 

setidaknya dengan meratifikasi UNCAC, Indonesia mempunyai payung hukum 

internasional yang dapat dijadikan pedoman dan kerangka kerja sama dengan negara 

lain dalam menangani kasus korupsi yang melintas batas negara. Dengan demikian, 

pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif untuk mewujudkan 

Indonesia yang bebas korupsi. 
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